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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
18 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka tahapan persiapan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk Kkepentingan umum yang
dilaksanakan oleh Gubernur telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 60 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 148

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak Atau
Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2106);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor
288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2324);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang

Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara
Penetapan Ganti Kerugian Oleh  Pengadilan Tinggi
Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan
Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan umum sebagaimana telah diubah
bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 366);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor

4);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan
Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 60 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor
60);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK

KEPENTINGAN UMUM



Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengabh.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah
yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah vyang
wilayahnya merupakan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan
untuk kepentingan umum.

7. Instansi yang memerlukan tanah yang selanjutnya disebut instansi
adalah lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non
kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan
Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah/Pemerintah
Daerah, Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian
dari lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik
Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang
mendapat penugasan khusus dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam
rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum;

8. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

9. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

10. Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.

11.Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah
antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan
kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum.

12. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek
pengadaan tanah.

13. Tim Persiapan Pengadaan Tanah adalah Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Provinsi Jawa Tengabh.



2. Diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf hl,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

() Gubernur membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

(2 Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan :

a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Ketua;

b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagai Wakil Ketua;

c. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah sebagai Sekretaris merangkap anggota;

d. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
sebagai anggota;

e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah sebagai anggota,;

f. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sebagai
anggota;

g. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;

h. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa
Tengah sebagai anggota,;

hl. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;

i. Bupati/Walikota setempat sebagai anggota;

J.  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat sebagai anggota;

k. Instansi yang memerlukan tanah.

(3) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas:

ShOD OO0 oW

Melakukan pemberitaan rencana pembangunan;

Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;

Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;

Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan;

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh
Gubernur.

(4) Tim Persiapan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2
melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat
pada lokasi rencana pembangunan.

(2 Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya dokumen secara lengkap dan benar oleh Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat informasi mengenai:

®o0 o

maksud dan tujuan rencana pembangunan;

letak tanah dan ldas tanah yang dibutuhkan;

tahapan rencana Pengadaan Tanah;

perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanabh;
perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan



f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
(4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf ¢ disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi
pembangunan melalui lurah/kepala desa atau fiama lain dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari Kkerja sejak ditandatanganinya surat
pemberitahuan.

(2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat
kelurahan/desa atau fiama lain.

5. Diantara BAB VIIl dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Tahapan persiapan pengadaan tanah vyang telah dilaksanakan sebelum
berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 JItll 2ii$

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal t4 J«li 2*1i

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONQO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 25



